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Abstract: Coastal abrasion in the Banyak Islands threatens the sustainability of the 
environment, infrastructure, and livelihoods of coastal communities. This erosion 
accelerates land loss and damages coastal ecosystems caused by ocean waves, human 
activities, and the extraction of coastal materials. This study examines stakeholder 
involvement in addressing coastal abrasion in the Banyak Islands. This study used a 
qualitative approach through observation, documentation, and semi-structured interviews 
with various informants including the Aceh Singkil Regional Disaster Management 
Agency (BPBD), village heads, sea commanders, fishermen, and local communities. The 
analysis was conducted using the Power-Interest Grid framework, which is useful for 
mapping the roles and influence of each stakeholder. The mapping results show the 
BPBD as players (high power and interest), the community and fishermen as subjects 
(high interest but low power), and the sea commander as context setters. The most 
impacted communities and fishermen have low levels of power, so their participation is 
suboptimal.  
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Abstrak: Abrasi pantai di Kepulauan Banyak mengancam keberlangsungan lingkungan, 
infrastruktur, dan mata pencaharian masyarakat pesisir. Abrasi ini mempercepat 
hilangnya daratan dan merusak ekosistem pesisir yang disebabkan oleh gelombang laut, 
aktivitas manusia, dan pengambilan material di pesisir. Penelitian bertujuan untuk 
melihat keterlibatan pemangku kepentingan dalam penanganan abrasi pantai di 
Kepulauan Banyak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melalui 
observasi, dokumentasi, wawancara semi-struktur dengan berbagai informan yang terdiri 
dari BPBD Aceh Singkil, kepala desa, panglima laut, nelayan dan masyarakat setempat. 
Analisis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kerangka Power-Interest Grid 
yang berguna untuk memetakan peran dan pengaruh masing-masing pemangku 
kepentingan. Hasil pemetaan menunjukkan BPBD sebagai players (power dan interest 
tinggi), masyarakat dan nelayan sebagai subjects (interest tinggi tetapi power rendah), 
serta panglima laut sebagai context setters. Masyarakat dan nelayan yang paling 
terdampak memiliki tingkat kekuasaan yang rendah, sehingga partisipasi mereka belum 
optimal. 
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PENDAHULUAN  

Pantai di Indonesia menghadapi ancaman abrasi yang dipengaruhi oleh 

faktor alam dan nonalam (Lekatompessy dan Maturbongs, 2021). Sedangkan 

faktor nonalam antara lain penebangan mangrove dan pengambilan pasir secara 

berlebihan di kawasan pesisir yang mengabaikan kelestarian lingkungan 

(Muffaroh dan Sari, 2024). Abrasi menjadi permasalahan serius karena tidak 

hanya mengancam kondisi lingkungan pesisir, tetapi juga berdampak pada aspek 

sosial dan ekonomi masyarakat melalui kerusakan infrastruktur vital, seperti jalan, 

jembatan, fasilitas umum, bangunan penunjang wisata, serta rumah penduduk 

yang berada di wilayah pesisir (Yanti dan Maulidian, 2022). 

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Aceh Tahun 2016–2020, sebanyak 18 

kabupaten/kota di Provinsi Aceh berpotensi mengalami bencana gelombang 

ekstrem dan abrasi pantai dengan total luas wilayah terdampak mencapai 51.162 

hektare. Berdasarkan hasil analisis tingkat bahaya, Provinsi Aceh dikategorikan 

memiliki risiko abrasi yang tinggi sehingga diperlukan upaya mitigasi dan 

penanggulangan secara terpadu melalui penguatan kebijakan serta keterlibatan 

aktif pemerintah dan masyarakat (BNPB, 2020). Beberapa wilayah mengalami 

hilangnya garis pantai akibat abrasi parah, terutama Aceh Singkil yang 

menempati urutan kedua terluas (7.441 Ha, kelas tinggi). Aceh Singkil khususnya 

Kepulauan Banyak, Daerah yang menjadi destinasi wisata kunjungan terpopuler 

dengan potensi pariwisata tinggi sehingga kerusakan abrasi berpotensi 

berdampak pada ekonomi masyarakat setempat (BNPB, 2020). 

Sesuai dengan data yang dilaporkan oleh media serambi.com pada minggu, 

1 Oktober 2023, abrasi semakin menggerus Pulau Banyak di Kabupaten Aceh 

Singkil, sehingga menyebabkan berkurangnya luas daratan, terjadi karena ombak 

langsung menghantam bibir pantai tanpa adanya pengaman, sehingga merusak 

bangunan pemerintah, infrastruktur wisata, serta rumah penduduk. Jalan lingkar 

di Pulau Balai juga terkena dampak, mengakibatkan penyempitan area. Terlihat 

parah di sisi barat dan utara Pulau Balai, dengan penggerusan daratan mencapai 

15 hingga 40 meter. Camat Pulau Banyak, menyatakan bahwa usulan 

penanganan abrasi sudah diajukan berkali-kali tetapi belum direalisasikan. Pulau 

Balai merupakan pusat pemerintahan dan layanan untuk ribuan wisatawan, dan 

rumah bagi sekitar 3.534orang, atau 80% dari total populasi Pulau Banyak. Pulau 
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Barai memiliki luas sekitar 90 hektar dengan garis pantai sepanjang 2,7 km dan 

lebar 450 meter (Rosadi, 2023). 

Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang 

tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan 

bencana yakni penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang 

terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum, perlindungan 

masyarakat dari dampak bencana, pengurangan resiko bencana dan pemanduan 

pengurangan risiko bencana dengan program Pembangunan dan pengalokasian 

dana penanggulangan bencana alam (Palgi, 2026). 

Power Interest Grid digunakan untuk memetakan tingkat kekuatan dan 

kepentingan para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan abrasi 

pantai di Kepulauan Banyak. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki kekuatan dan kepentingan 

yang tinggi sebagai pengambil kebijakan sekaligus pelaksana utama mitigasi, 

sedangkan masyarakat dan nelayan memiliki kepentingan tinggi karena 

terdampak langsung oleh abrasi, namun memiliki kekuatan yang relatif rendah 

sehingga memerlukan dukungan dan pemberdayaan. Panglima Laut berperan 

sebagai penghubung dengan kekuatan menengah dan kepentingan tinggi, 

sementara Kepala Desa Pulau Balai memiliki peran strategis dalam 

mengoordinasikan kegiatan di tingkat lokal dengan tingkat kekuatan dan 

kepentingan yang cukup tinggi. Pemetaan ini menjadi dasar dalam menyusun 

strategi pelibatan dan pengelolaan pemangku kepentingan agar penanggulangan 

abrasi dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan (Utomo et al., 2020). 

Penelitian terdahulu mengenai penanggulangan abrasi pantai menunjukkan 

bahwa strategi yang diterapkan masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian 

Pramono et al (2024) menggunakan analisis SWOT menemukan bahwa kekuatan 

lokal belum mampu mengatasi kelemahan infrastruktur. Sedangkan Penelitian 

Reawaruw dan Prabawa (2023) mengidentifikasi adaptasi masyarakat nelayan 

melalui diversifikasi pendapatan sebagai respons terhadap dampak perubahan 

iklim, termasuk abrasi. Meskipun demikian, permasalahan abrasi hingga kini 

belum terselesaikan secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan 

pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, seperti BPBD Aceh Singkil, 

pemerintah desa, panglima laut, dan masyarakat, dalam upaya penanggulangan 
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abrasi melalui pendekatan yang terintegrasi. Selain penerapan langkah teknis, 

seperti penanaman mangrove, pembangunan pemecah ombak, pengurangan 

pengambilan pasir pantai, dan kebijakan tata ruang yang mendukung konservasi 

pesisir, keterlibatan aktif seluruh pihak menjadi kunci untuk mewujudkan program 

mitigasi yang efektif, berkelanjutan, serta mampu menjaga kelestarian ekosistem 

dan kesejahteraan masyarakat pesisir. 

Fenomena di wilayah pesisir kepulauan banyak mengalami pengikisan 

pantai yang cukup parah, yang menyebabkan hilangnya daratan serta kerusakan 

infrastruktur dan habitat penting bagi ekosistem. Kondisi ini berdampak langsung 

pada kehidupan masyarakat, terutama nelayan dan pelaku pariwisata, karena 

berkurangnya lahan dan potensi wisata membuat pendapatan mereka menurun. 

Upaya penanggulangan abrasi di wilayah ini masih sangat minim dan belum 

berjalan efektif. Berbagai usulan penanganan sudah pernah diajukan, namun 

sampai saat ini belum terealisasi, sehingga pengelolaan dan penanggulangan 

bencana belum optimal. Selain itu, kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam 

menjaga kelestarian pesisir juga masih rendah seperti reboisasi kembali pohon 

bakau di tepi pantai, pengambilan pasir di tepi pantai dan pembangunan yang 

kurang ramah lingkungan turut memperburuk kondisi abrasi. Akibatnya, program 

pelestarian dan rehabilitasi pesisir yang ada menjadi kurang maksimal.  

Kondisi ini menuntut adanya kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah 

dan masyarakat untuk mengatasi masalah abrasi secara berkelanjutan. Oleh 

karena itu penelitian tertarik untuk membahas tentang “Analisis power interest 

grid dalam penanggulangan abrasi pantai di kepulauan banyak” (studi kasus 

Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil). Berdasarkan latar belakang 

tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memetakan keterlibatan dan pengaruh 

masing-masing pemangku kepentingan dalam penanggulangan abrasi pantai di 

Kepulauan Banyak menggunakan kerangka Power-Interest Grid. 

 

METODE 

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

metode naratif untuk menganalisis peran dan keterlibatan berbagai pemangku 

kepentingan dalam penanggulangan abrasi pantai di Kepulauan Banyak 

(Khoiron, 2019). Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara semi-

struktur, dan dokumentasi dari informan terdiri dari 1 orang dari BPBD, 1 
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Kepala desa, 2 Masyarakat, 2 Nelayan, 1 Panglima laut. Analisis data 

dilakukan menggunakan kerangka power-interest grid untuk memetakan 

tingkat kekuatan (power) dan kepentingan (interest) masing-masing pemangku 

kepentingan terhadap isu abrasi, sehingga dapat mengidentifikasi peran dan 

pengaruh mereka dalam upaya mitigasi.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif naratif untuk 

menggambarkan dinamika kolaborasi pemangku kepentingan dalam 

penanggulangan abrasi pantai secara berkelanjutan. Analisis dilakukan 

menggunakan Power-Interest Grid, dengan tingkat power dinilai berdasarkan 

kewenangan, akses sumber daya, dan pengaruh, sedangkan tingkat interest 

berdasarkan besarnya dampak abrasi, ketergantungan terhadap sumber daya 

pesisir, dan keterlibatan dalam penanggulangan abrasi. Penilaian dilakukan 

melalui pemberian skor berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan telaah 

dokumen, kemudian dikategorikan ke dalam tingkat rendah atau tinggi. 

Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber, metode, dan dokumen 

untuk meningkatkan validitas temuan penelitian. Pendekatan naratif ini 

memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial dan lingkungan yang 

berdampak secara langsung, sekaligus merumuskan rekomendasi strategis 

berdasarkan hasil analisis partisipatif dari berbagai aktor terkait (Utomo et al., 

2020). 

 

HASIL 

Pemangku kepentingan dalam penanggulangan abrasi pantai 

melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dan kepentingan berbeda. 

Berikut adalah beberapa pemangku kepentingan utama yang terlibat adalah: 

Tabel 1. Analisis Power-Interest Stakeholder Abrasi Pulau Balai 

No Stakeholder    Power  Interest  

1 Badan 
Penanggulangan 
Bencana   

Bertanggung jawab dalam 
penanganan bencana, 
termasuk penyusunan 
rencana mitigasi. 

Mengurangi risiko bencana dan 
dampak negatif dari abrasi 
terhadap Masyarakat 

2 Kepala Desa Pulau Balai 
Kecamatan Pulau 
Banyak 

Kepala Desa memiliki 
kekuasaan untuk mengambil 
keputusan dan 
mengkoordinasikan upaya 
mitigasi di tingkat desa. Mereka 
dapat mengarahkan sumber 
daya dan memfasilitasi 
kolaborasi antara masyarakat 
dan pihak lain, seperti 

Kepala Desa berkepentingan 
untuk melindungi kehidupan 
dan mata pencaharian warga 
dari dampak negatif abrasi, 
seperti kerusakan rumah dan 
kehilangan lahan pertanian. 
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Pemerintah Daerah dan LSM.  

1. 3 Panglima laut Panglima Laut adalah 
pemimpin adat yang memiliki 
legitimasi kuat di masyarakat 
nelayan. Mereka berperan 
sebagai mediator konflik dan 
pengatur sumber daya laut, 
sehingga berpengaruh dalam 
pengambilan keputusan 
terkait pengelolaan pesisir. 

Panglima Laut memiliki 
kepentingan untuk menjaga 
kelestarian sumber daya laut 
dan pesisir demi 
keberlangsungan hidup 
masyarakat nelayan. 
Penanggulangan abrasi pantai 
menjadi prioritas utama untuk 
memastikan ekosistem tetap 
sehat dan produktif. 

2.  4 Nelayan  Nelayan memiliki kekuatan 
dalam pengelolaan sumber 
daya laut dan merupakan 
pihak yang paling terpengaruh 
oleh abrasi pantai, sehingga 
suara mereka krusial dalam 
pengambilan keputusan. 

Nelayan berupaya menjaga 
kelestarian sumber daya laut 
untuk menjamin kelangsungan 
mata pencaharian mereka. 
Penanggulangan abrasi pantai 
sangat penting karena 
menjaga ekosistem pesisir 
yang menjadi habitat ikan dan 
mendukung aktivitas 
penangkapan ikan. 

3. 5 Masyarakat   Terlibat langsung dalam 
kegiatan sehari-hari yang 
dipengaruhi oleh abrasi dan 
memiliki pengetahuan lokal 
tentang kondisi pesisir. 

Mempertahankan mata 
pencaharian (seperti perikanan 
dan pariwisata) serta 
melindungi lingkungan tempat 
tinggal mereka 

 

Hasil analisis pada Tabel 1 menunjukkan bahwa setiap pemangku 

kepentingan memiliki tingkat kekuasaan (power) dan kepentingan (interest) yang 

berbeda dalam penanggulangan abrasi di Pulau Balai. BPBD memiliki 

kekuasaan yang bersumber dari kewenangan formal dalam penyusunan rencana 

mitigasi dan penanganan bencana, dengan kepentingan utama mengurangi 

risiko abrasi terhadap masyarakat. Kepala Desa memiliki peran strategis dalam 

mengoordinasikan upaya mitigasi di tingkat lokal serta menjembatani kerja sama 

antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat dan nelayan memiliki 

kepentingan yang sangat tinggi karena abrasi secara langsung memengaruhi 

tempat tinggal, mata pencaharian, serta keberlanjutan sumber daya pesisir, 

meskipun pengaruh mereka dalam pengambilan keputusan masih terbatas. 

Sementara itu, Panglima Laut memiliki kekuatan yang berasal dari legitimasi adat 

dan pengaruh sosial dalam pengelolaan sumber daya laut sehingga berperan 

sebagai mediator serta pendukung upaya pelestarian pesisir. Temuan ini 

menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan abrasi sangat bergantung 
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pada sinergi antara aktor yang memiliki kewenangan formal dengan subject yang 

memiliki pengetahuan lokal dan pengaruh sosial di masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Matriks Power-Interest Grid 

Table 2. Memetakan Tingkat Power Interest Grid Para Pemangku Kepentingan 
no  Tingkat interest  Tingkat 

power 
Katagori 
power 

interest 
grid 

Hasil temuan penelitian  

1. BPBD Aceh 
Singkil 

(Tinggi ) 
Aspek sosial-
ekonomi yaitu 
kurangi risiko 
bencana bagi 
masyarakat dan 
aspek politik yaitu 
perencanaan 
mitigasi 

(tinggi) 
aspek 
hukum 
(utilitarian/
normatif) 
uu 24 
Tahun 
2007   

Players Bertindak sebagai pelaksana 
dalam mengurangi dampak dan 
menangani bencana abrasi, 
dengan kewenangan operasional 
terbatas, bergantung pada 
instruksi dari pemimpin lokal dan 
peraturan yang berlaku dan 
rekomendasi ke pemerintah 
daerah. 

2. Kepala Desa 
Pulau Balai  

(Tinggi) 
Aspek sosial yaitu 
melindungi warga 
dan infrastruktur, 
aspek ekonomi 
pendapatan 
tambahan dan 

(sedang) 
Koersif/nor
matif akses 
kebijakan 
(larangan 
pasir) 
belum ada 

Subjects 
ke 
players 

memainkan peran penting dalam 
pemerintahan desa dan bertindak 
sebagai jembatan antara 
pemerintah dan masyarakat. 
Keterbatasan dana desa 
menghambat upaya nyata untuk 
mengatasi masalah abrasi. 
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aspek politik 
koordinasi lokal 

perdes 
khusus. 

3 Panglima laut (sedang-tinggi) 
Aspek sosial yaitu 
kelestarian 
sumber daya laut 

(Sedang)  
Normatif 
adat 

Context 
setters 

pengakuan adat dan pengaruh 
normatif yang kuat dalam 
mengatur kegiatan perikanan. 
mampu mendukung upaya 
mitigasi abrasi tetapi belum 
secara formal terlibat dalam 
kebijakan pemerintah. 

4 Nelayan  (Tinggi) 
Aspek ekonomi 
yaitu kelestarian 
habitat ikan dan 
aspek sosial mata 
pencaharian 
harian. 

Rendah  subjects bergantung pada ekosistem 
pesisir untuk mata pencaharian. 
Abrasi mengancam hasil 
tangkapan ikan dan kegiatan 
perikanan, tetapi pengaruh 
mereka dalam pembuatan 
kebijakan masih terbatas. 

5 Masyarakat  (Tinggi) 
Aspek sosial yaitu 
pengetahuan lokal 
dan tempat tinggal 
Aspek ekonomi 
yaitu perikanan 
dan pariwisata 

Rendah Subjects  kelompok yang paling terdampak 
oleh dampak ekonomi dan sosial 
dari abrasi. memiliki pemahaman 
lokal tetapi belum diberdayakan 
dalam proses perencanaan dan 
pengambilan keputusan. 

 

Berdasarkan pemetaan Power–Interest Grid pada Tabel 2, BPBD Aceh 

Singkil dikategorikan sebagai players karena memiliki tingkat kepentingan dan 

kekuasaan yang tinggi melalui kewenangan hukum dalam perencanaan dan 

pelaksanaan mitigasi abrasi. Kepala Desa Pulau Balai berada pada posisi 

transisi antara subjects dan players, mengingat memiliki kepentingan yang 

tinggi dalam melindungi masyarakat serta peran koordinatif di tingkat desa, 

namun kewenangannya masih dibatasi oleh belum adanya regulasi desa 

khusus dan keterbatasan sumber daya. Masyarakat dan nelayan termasuk 

kategori subjects karena memiliki kepentingan yang tinggi akibat dampak 

langsung abrasi terhadap kehidupan sosial dan ekonomi, tetapi memiliki 

pengaruh yang rendah dalam proses pengambilan keputusan. Panglima Laut 

dikategorikan sebagai context setters karena memiliki kekuatan normatif 

melalui hukum adat dan pengaruh sosial dalam pengelolaan wilayah pesisir, 

meskipun keterlibatannya dalam kebijakan formal masih terbatas. Secara 

keseluruhan, pemetaan ini menunjukkan bahwa efektivitas penanggulangan 

abrasi memerlukan penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan, 

pemberdayaan kelompok subjects, serta integrasi peran kelembagaan formal 

dan adat dalam perencanaan dan pelaksanaan mitigasi abrasi. 
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PEMBAHASAN 

Hasil analisis Power–Interest Grid menunjukkan bahwa pemangku 

kepentingan dalam penanggulangan abrasi di Pulau Balai memiliki tingkat 

pengaruh (power) dan kepentingan (interest) yang berbeda sehingga 

membutuhkan strategi pelibatan yang berbeda pula. BPBD Aceh Singkil 

menempati kategori players karena memiliki kewenangan formal, dasar hukum 

yang kuat, serta kepentingan tinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan mitigasi 

abrasi. Kepala Desa Pulau Balai berada pada posisi transisi antara subjects dan 

players karena memiliki kepentingan yang tinggi dalam melindungi masyarakat 

dan mengoordinasikan kegiatan di tingkat desa, namun pengaruhnya masih 

dibatasi oleh belum adanya peraturan desa khusus mengenai abrasi serta 

keterbatasan anggaran. Di sisi lain, masyarakat dan nelayan dikategorikan 

sebagai subjects karena menjadi kelompok yang paling terdampak secara sosial 

dan ekonomi akibat abrasi, memiliki pengetahuan lokal yang baik, tetapi belum 

memperoleh ruang yang memadai dalam proses perencanaan maupun 

pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan mitigasi 

yang masih bersifat top-down perlu diubah menjadi lebih partisipatif melalui 

pemberdayaan masyarakat pesisir. Sementara itu, Panglima Laut dikategorikan 

sebagai context setters karena memiliki pengaruh normatif melalui hukum adat 

dan legitimasi sosial yang mampu memengaruhi perilaku masyarakat dalam 

pemanfaatan sumber daya pesisir, meskipun keterlibatannya dalam kebijakan 

formal masih terbatas.  

Temuan ini sejalan dengan penelitian Lee et al. (2024) yang menyatakan 

bahwa aktor pemerintah umumnya memiliki kewenangan dan kapasitas terbesar 

dalam pengambilan keputusan, sementara kelompok masyarakat lebih banyak 

berperan sebagai penerima dampak sehingga perlu diperkuat keterlibatannya 

dalam tata kelola sumber daya. Namun, penelitian ini memberikan temuan yang 

lebih spesifik dengan mengidentifikasi posisi transisi Kepala Desa sebagai 

subjects menuju players, yang menunjukkan adanya potensi peningkatan 

pengaruh pemerintah desa dalam mitigasi abrasi apabila didukung regulasi dan 

sumber daya yang memadai. 

Penelitian ini juga menemukan bahwa Panglima Laut berperan sebagai 

context setters karena memiliki pengaruh normatif melalui hukum adat, meskipun 
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keterlibatannya dalam kebijakan formal masih terbatas. Temuan ini berbeda 

dengan penelitian Nurfallah dan Saputra (2025) yang memetakan pemangku 

kepentingan pengembangan kawasan pesisir berbasis blue economy ke dalam 

kelompok inti, pendukung, dan kontekstual tanpa menyoroti secara khusus peran 

kelembagaan adat sebagai aktor strategis. Dengan demikian, penelitian ini 

memberikan kontribusi baru melalui pengakuan bahwa kelembagaan adat dapat 

menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung 

keberhasilan mitigasi abrasi di wilayah pesisir. 

Interest atau kepentingan adalah sebuah kontinum dan selalu dinamis 

bergantung pada perubahan yang terjadi. Kepentingan mempunyai kewajiban 

untuk selalu menjaga keseimbangan dengan tidak mengesampingkan salah satu 

(Iswadi, 2025). Penanggulangan abrasi pantai di kepulauan banyak menunjukkan 

adanya kepentingan dari beberapa pemangku kepentingan. Analisis pemangku 

kepentingan dalam abrasi tingkat kepentingan terhadap penanggulangan abrasi 

pantai dipengaruhi oleh hak, kepemilikan, pengetahuan, dan kontribusi. 

Power didefinisikan sebagai hubungan antar pelaku sosial di mana pihak 

berkuasa dapat mengubah jalannya peristiwa, mengatasi perlawanan, dan 

membujuk individu/kelompok bertindak tertentu, sering berdasarkan akses kontrol 

atas dependen lainnya. Dalam model salience Mitchell et al. (1997), power adalah 

atribut utama di mana manajer memandang stakeholder "memiliki kemampuan 

memaksakan kehendak mereka pada perusahaan” (Hasan, 2017). 

Selanjutnya, penelitian ini mengidentifikasi bahwa belum adanya regulasi 

lokal khusus dan lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi 

hambatan utama dalam penanggulangan abrasi. Hasil ini konsisten dengan 

penelitian Rusadi et al. (2024) yang menyimpulkan bahwa implementasi Good 

Environmental Governance dalam penanganan abrasi menghadapi kendala 

berupa koordinasi lintas sektor yang belum efektif, keterbatasan sumber daya, 

konflik kepentingan, dan perlunya partisipasi seluruh pemangku kepentingan. 

Demikian pula, penelitian Nisa dan Mashur (2025) di Pulau Bengkalis 

menunjukkan bahwa tumpang tindih kewenangan, ego sektoral, dan belum 

adanya regulasi khusus menyebabkan penanganan abrasi belum optimal. 
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SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemangku kepentingan dalam mitigasi 

abrasi pantai di Kepulauan Banyak terbagi ke dalam tiga kategori utama, yaitu 

players (BPBD), subjects (kepala desa, masyarakat, dan nelayan), serta panglima 

laut), BPBD memiliki kekuasaan dan kepentingan yang tinggi dalam perencanaan 

dan pelaksanaan mitigasi, sedangkan kepala desa, masyarakat, dan nelayan 

memiliki kepentingan tinggi tetapi kewenangan yang masih terbatas. Panglima 

Laut berperan sebagai context setter melalui pengaruh sosial dan hukum adat 

dalam pengelolaan wilayah pesisir. Hambatan utama yang ditemukan adalah 

belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan serta belum 

tersedianya regulasi lokal yang secara khusus mengatur kolaborasi 

penanggulangan abrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan koordinasi, 

pemberdayaan masyarakat, dan penyusunan regulasi daerah menjadi langkah 

penting untuk meningkatkan efektivitas mitigasi abrasi. Kontribusi penelitian ini 

adalah memberikan pemetaan pemangku kepentingan berbasis Power-Interest 

Grid yang dapat menjadi dasar dalam penyusunan strategi kolaboratif 

penanggulangan abrasi pantai di Kepulauan Banyak. 

Saran 

Kerja sama antar pemangku kepentingan perlu diperkuat dengan melihat 

seberapa besar pengaruh dan kepentingan masing-masing, agar upaya 

penanggulangan abrasi bisa berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Dalam hal ini, 

pemerintah daerah yang memiliki peran dan kepentingan besar perlu menjadi 

motor penggerak, dapat dimulai dari perencanaan, pemantauan, hingga 

memastikan anggaran tersedia secara konsisten. Di sisi lain, masyarakat 

setempat juga perlu dilibatkan lebih aktif, baik dalam proses pengambilan 

keputusan maupun kegiatan konservasi, sehingga tumbuh rasa memiliki terhadap 

program yang dijalankan sekaligus memperkuat aturan di tingkat lokal. Peneliti 

selanjutnya disarankan mengembangkan analisis kolaborasi dengan melibatkan 

lebih banyak pemangku kepentingan dan menggunakan pendekatan kuantitatif 

maupun campuran untuk mengevaluasi efektivitas strategi mitigasi abrasi. 

Dengan pemetaan pemangku kepentingan berbasis Power-Interest Grid, 
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koordinasi lintas sektor diharapkan menjadi lebih terarah sehingga program 

mitigasi abrasi dapat berjalan secara terpadu dan berkelanjutan. 
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